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Abtrak

Perkawinan ialah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu
tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan suatu bentuk
keberanian yang besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. Perkawinan yang
dilandasi rasa saling cinta, kasih sayang menghormati, pengorbanan merupakan suatu anugrah bagi
setiap insan di dunia ini.

Menurut UU Rl Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya
diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur
16 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.

Kesiapan dari masing-masing pasangan untuk menjalankan kehidupan baru merupakan faktor
terpenting untuk menjalankan segala kebutuhannya baik psikologis maupun biologis. Oleh sebab
itu, setiap pasangan yang berencana untuk menikah perlu memahami cara-cara yang ditentukan
oleh agama dan ketentuan hukum yang berlaku di negaranya.

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari
berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, lingkup dan materi,
konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.

Abstrak

Marriage is a bond of loyalty between husband and wife in which there is a responsibility from
both parties. The promise of faithfulness that is spoken is a form of great courage for someone
when deciding to get married. Marriage based on mutual love, affection, respect, sacrifice is a gift
for every human being in this world.

The readiness of each partner to run a new life is the most important factor for carrying out all
their psychological and biological needs. Therefore, every couple who plans to get married need
to understand the ways determined by religion and the legal provisions that apply in their country.
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The research used is normative legal research that examines written law from various aspects,
namely aspects of theory, history, philosophy, comparison, structure, scope and material,
consistency, general explanation, and article by article.

Pendahuluan

Setiap makhluk hidup itu memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui
perkawinan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dilakukan manusia untuk membentuk
suatu keluarga. Pada umumnya perkawinan telah diatur oleh agama, adat istiadat, undang-
undang, serta norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Di Indonesia sendiri, perkawinan
diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 UU No.
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) :

"Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan yang Yang Maha Esa”.

Perkawinan ialah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat
suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan suatu bentuk
keberanian yang besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. Perkawinan yang
dilandasi rasa saling cinta, kasih sayang menghormati, pengorbanan merupakan suatu anugrah

bagi setiap insan di dunia ini.t

Kesiapan dari masing-masing pasangan untuk menjalankan kehidupan baru merupakan
faktor terpenting untuk menjalankan segala kebutuhannya baik psikologis maupun biologis.
Oleh sebab itu, setiap pasangan yang berencana untuk menikah perlu memahami cara-cara

yang ditentukan oleh agama dan ketentuan hukum yang berlaku di negaranya-

1 Fatchiah E. Kereta muda, Konseling pernikahan Untuk Keluarga Indonesia, Jakarta: Salemba Humanika, 2009,
him.13.
2 Ibid, him.14.
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Dalam melakukan suatu perkawinan, perlu kematangan baik dalam fisik, psikologis,
ataupun emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan. Kedewasaan diri baik
secara mental maupun finansial juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan
sebelum memustuskan untuk melakukan suatu perkawinan. Serta kematangan emosi adalah

hal yang penting untuk perkawinan dimana akan membina sebuah rumah tangga.

Pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 22/PUU-XV/2017
memutuskan bahwa, Pasal 7 UUP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Dan MK memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang

untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UUP.3

Pada tahun 2019, telah terjadi perubahan pada Undang-Undang Perkawinan, dimana
sebelumnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sekarang diatur
dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Dengan terjadinya perubahan Undang-Undang
tersebut, maka batas usia untuk melangsukan perkawinan juga ikut berubah yang mana
sebelumnya usia untuk melangsungkan perkawinan bagi pihak laki-laki apabila telah mencapai
usia 19 tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 tahun, sedangkan didalam Undang-
Undang perkawinan yang baru usia untuk melangsungkan perkawinan disamakan antara laki-

laki dan perempuan yaitu apabila telah mencapai usia 19 tahun.

Rumusan Masalah
1. Apa yang melatar belakangi batas umur 19 tahun bagi pria dan wanita untuk
melangsungkan perkawinan dalam perspektif UU NO.16 Tahun 2019?

3 Putusan MK No 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 «
http://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/742/id_perkara/880 “ diakses pada tanggal 16 Agustus 2019 Pukul
13.25
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2. Mengapa batas umur pihak pria dan pihak wanita untuk melangsungkan perkawinan
disamakan 19 tahun dalam perspektif UU NO.16 Tahun 2019?

Methodology

Pnelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis
dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, lingkup dan
materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal. Penelitian hukum normatif juga

disebut penelitian perpustakaan.

Pembahasan
A. Pernikahan Dini

a. Pengeertian Pernikahan Dini

Menurut WHO, pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh
pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia
dibawah usia 19 tahun. Menurut United Nations Children’s Fund (UNICEF) menyatakan
bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi
yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Menurut UU Rl Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1
menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun
dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka

dinamakan pernikahan dini.*

Pernikahan dibawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan muda atau anak-
anak yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak
adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk

4 Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta.
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anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan pernikahan tegas dikatakan adalah

pernikahan dibawah umur.

Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada
umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25
tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti
meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi
prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress. Menurut Kementerian
Kesehatan RI, pernikahan adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang
Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi
ketenangan (sakinah) dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih

(mawaddah wa rahmah). Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga.
Faktor-faktor yang mempengaruhi anak menikah di usia dini
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi anak menikah di usia dini, diantara lain :

b. Faktor individu 1) Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang.  Makin
cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya pernikahan sehingga
mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda.2) Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh

remaja.

Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya pernikahan usia muda.3)
Sikap dan hubungan dengan orang tua.

Pernikahan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang
yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan
terjadinya pernikahan usia muda. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan pernikahan

remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.

c. Faktor Keluarga Peran orang tua dalam menentukan pernikahan anak-anak mereka

dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:1) Sosial ekonomi keluarga

Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pentang Perkawinan

74



Cestial Law Journal Vol. I, No. I, Bulan April, Tahun 2023

Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan
anak gadisnya. Pernikahan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab
terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya
tambahan tenaga kerja di keluarga, yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga

istrinya.

2) Tingkat pendidikan keluarga Makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin
sering ditemukan pernikahan diusia muda. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat

dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.
3) Kepercayaan dan atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga.

Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya
pernikahan diusia muda. Sering ditemukan orang tua mengawinkan anak mereka dalam usia
yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempererat

hubungan antar keluarga, dan atau untuk menjaga garis keturunan keluarga.
B. UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah
mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu
pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan
perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak
dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-
hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang
seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka

pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal

perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam

5> https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019
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konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B
ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan
pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal
ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara

hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan
kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sehingga lahirlah UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini
menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan
menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi
wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan
belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat
melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa

berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi
wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan
resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga
mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan

akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.®

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo

6 Letezia Tobing, “Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan”
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usiacakap-
hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan/ diakses pada tanggal 23 September 2019 Pukul 17.00
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pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan
pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Pertimbangan dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan adalah:

bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh,
dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang
anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial

anak.

bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf
¢, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan;

C. Dasar Hukum
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Dasar hukum UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan adalah

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019);

Penjelasan Umum UU Perubahan UU Perkawinan

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan
hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita
sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya
perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan
Anakdidefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi
dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu
berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak akonstitusional
warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-

hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan
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semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan
diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal
perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam
konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B
ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan
pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal
ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara
hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam
amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang
untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini
menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan
menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur
perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu
19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat
melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa
berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga
kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin
akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu
dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh
kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap

pendidikan setinggi mungkin.

V. Kesimpulan

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini

menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan
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menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi
wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan
belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat
melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa

berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai
telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan
tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang
sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam
belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah
dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak
anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua
serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

VI. Saran

Jika dengan menikah usia mudah mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan
kemaksiatan, maka menikah adalah alternatif terbaik. Sebaliknya jika dengan menunda
pernikahan sampai pada usia matang mengundang nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih

utama.
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